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Erisamdy Prayatna (B 111 08 395), tinjauan yuridis terhadap tindak pidana 
kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anggota 
kelompok geng motor di Makassar. Studi Kasus No.817/Pid.B/2012/PN.Mks 
(di bawah bimbingan Muhadar selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku 
pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak 
pidana yang diberlakukan dalam Putusan No.817/Pid.B/2012/PN.Mks serta 
untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 
penjatuhan pidana terhadap terdakwa kekerasan yang mengakibatkan 
kematian yang dilakukan oleh anggota kelompok geng motor. 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan 
penelitian lapangan (field research) dengan tipe penelitian deskriptif yaitu 
penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan 
dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. 
Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis yaitu kajian terhadap peraturan 
perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang 
diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang 
diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar. 
Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah diketahuinya pembuktian unsur-
unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam kasus Putusan 
No.817/Pid.B/2012/PN.Mks. Pembuktian yang dilakukan berdasarkan fakta-
fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan 
adanya barang bukt. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu 
dakwaan primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 
351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan diketahuinya dasar 
pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa kekerasan 
yang mengakibatkan matinya orang lain yang pelakunya adalah anggota 
kelompok geng motor, yang dimana dalam perkara ini majelis hakim 
memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan primair yakni Pasal 170 
ayat (2) ke-3 KUHP tentang kekerasan yang mengakibatkan matinya orang 
lain, majelis hakim mendapatkan keyakinannya dengan menekankan nilai-
nilai hukum terhadap proses sidang yaitu terhadap alat-alat bukti dan fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan. Sanksi pidana yang diputuskan adalah 5 




Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, 
karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya jualah sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dalam rangka penyelesaian studi pada program 
jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh 
dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, namun demikian penulis 
berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater tercinta. 
Penulisan skripsi ini memerlukan kesabaran dan ketabahan karena 
banyaknya tantangan baik dari segi kemampuan penulis maupun waktu yang 
tersedia, tetapi berkat petunjuk dan arahan dari pembimbing serta pihak-
pihak lain yang memberikan dukungan serta semangat dalam penyusunan 
skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ini mengucapkan terima kasih 
kepada ayahanda tercinta Ir. Sabaruddin dan Ibunda Erliyana. Bapak 
Syamsul Bahrie atas doa restu, kasih sayang, pengorbanan, serta perhatian 
yang begitu besar kepada penulis, serta kepada saudara-saudara penulis 
Rensky Pramadya, Triajeng Metrisabna, dan Syahlika Prinasamti yang 
senantiasa mendukung secara moril kepada penulis. 
Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 
1. Prof.Dr.Muhadar S.H.,M.S. selaku pembimbing I dan Dr.Amir Ilyas 
S.H.,M.H. selaku pembimbing II atas segala bantuan dan 
bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini. 
2. Prof.Dr.Aswanto S.H.,M.S.,DFM selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin beserta Pembantu Dekan I,II,III Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
3. Prof.Dr.Muhammad Yunus S.H.,M.Si selaku Penasehat Akademik 
penulis. 
4. Para dosen, staff dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar yang telah bersedia memberikan ilmunya dan 
pengetahuannya kepada penulis. 




Semoga Tuhan membalas segala budi baik yang telah diberikan 
kepada penulis. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh karenanya saran dan kritik senantiasa penulis harapkan demi 
perbaikan di masa yang akan datang. Harapan penulis, kiranya skripsi 
ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Amin. 
Terima kasih. 
 
      Makassar, 1  September 2013 
 
 



















HALAMAN JUDUL .............................................................................  i 
PENGESAHAN SKRIPSI………………………………………………….  ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING .........................................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI……………………….. iv 
ABSTRAK………………………………………………………………......  v 
KATA PENGANTAR……………………………………………………….. vi 
DAFTAR ISI .......................................................................................  viii 
BAB I  PENDAHULUAN ....................................................................  1 
A. Latar Belakang Masalah .....................................................  1 
B. Rumusan Masalah ..............................................................  5 
C. Tujuan Penelitian ................................................................  6 
D. Kegunaan Penelitian ...........................................................  6 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................  8 
A. Tindak Pidana  ....................................................................  8 
1. Pengertian Tindak Pidana .............................................  8 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana ..........................................  12 
B. Tindak Pidana Kekerasan ...................................................  16 
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan............................  16 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan … ....................  19 
C. Geng Motor……………………………………………………...  20 
D. Penyertaan……………………………………………… ..........  27 
ix 
E. Pidana dan Pemidanaan .....................................................  30 
1. Pengertian Pidana .........................................................  30 
2. Jenis-jenis Pidana .........................................................  31 
F. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana ........................  34 
1. Dasar Pemberatan Pidana……………………………….   34 
2. Dasar Peringanan Pidana………………………………. .  38 
G. Putusan………………………………………………………….  40 
1. Pengertian Putusan……………………………………….. 40 
2. Jenis-jenis Putusan…………………………………….. ...  41 
BAB III METODE PENELITIAN ..........................................................  46 
A. Lokasi Penelitian .................................................................  46 
B. Jenis dan Sumber data .......................................................  46 
C. Teknik Pengumpulan Data ..................................................  47 
D. Analisis Data .......................................................................     47 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…………………… 49 
A. Unsur-unsur Tindak Pidana Yang Diberlakukan Dalam Putusan 
Nomor 817/Pid.B/2012/PN.Mks………………….……..........      49 
1. Dakwaan Penuntut Umum……………………………… .      50 
2. Tuntutan Penuntut Umum……………………………… ..      55 
3. Amar Putusan……………………………………………….    63 
4. Analisis Penulis………………………………… ..............      65 
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap 
Terdakwa Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian……..     66 
x 
BAB V PENUTUP………… ................................................................      69 
A. Kesimpulan………………………………………………………     69 
B. Saran………………………….………………………………….     70 





A. Latar Belakang Masalah 
Seiring perkembangan zaman dan kemajuan di seluruh sendi  kehidupan, 
manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti 
perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling 
sempurna, masing-masing dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan nurani yang 
memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan 
yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku 
dalam menjalani kehidupannya serta masing-masing diberikan bakat yang 
nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri. Dengan akal budi, 
nurani, dan bakat yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan 
untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan, dan dalam hal apa mereka 
dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut. 
Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat 
dampak dari kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak 
negatif. Dampak positifnya dapat terlihat dengan pesatnya kemajuan dalam 
dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala 
kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, pesatnya 
perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat dilihat 
dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam 
kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran hukum yang sudah 
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dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum remaja khususnya. Dalam 
beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan 
norma-norma yang berlaku semakin mengalami peningkatan. Hal ini tampak 
dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di berbagai media, 
baik media cetak maupun media elektronik. Maraknya pelanggaran terhadap 
norma-norma hukum yang berlaku tersebut merupakan salah satu kejadian 
dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat belakangan ini. 
 Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan 
tegas dalam penjelasan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas 
hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).” 
 Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam 
menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum 
terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya 
bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap 
tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang 
yang berlaku  untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 
kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan 
dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa 
aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. 
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  Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap 
Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah 
satunya adalah kekerasan. 
 Pada dasarnya keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat 
sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum 
yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan 
umum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma 
hukum dan perilaku hukum. Apabila masyarakat menginginkan kedamaian, 
ketentraman, keadilan dan kesejahteraan maka syarat utamanya adalah 
memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang 
mendukung.  
 Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat 
kompleks dan rawan  serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini 
dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan 
yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan manusia, oleh 
karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas 
kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan pembunuhan yang akhir-akhir ini 
menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. 
 Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat 
mengerikan dapat diketahui melalui media massa yang mengungkap kasus 
kekerasan yang terjadi dan pelakunya adalah pelajar/mahasiswa yang 
dimana faktor penyebabnya yaitu adanya kecemburuan sosial, dendam, dan 
faktor psikologis seseorang. 
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 Dalam hal penegakan hukum, aparat penegak hukum telah melakukan 
usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataan masih 
saja muncul reaksi sosial bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa 
laju perkembangan kejahatan kekerasan di Sulawesi Selatan pada umumnya 
dan di Makassar pada khususnya meningkat, baik dari segi kuantitas maupun 
dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. 
 Hukum berfungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pelaksanaan 
pembangunan jika aparat  penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat 
tunduk dan taat terhadap norma-norma hukum, namun kadangkala gradiasi 
pidana yang dijatuhkan memiliki dua sisi, disatu sisi merupakan perlindungan 
masyarakat dan ancaman kejahatan pada sisi lain. Pidana yang dijatuhkan 
dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. 
 Meskipun asumsi diatas cukup beralasan namun tampaknya masalah 
sanksi pidana sangat strategis dalam menanggulangi dan mencegah 
kejahatan sebab jika tidak ada sanksi pidana tidak ada pula yang 
menjalankan fungsi secara optimal. 
 Terjadinya kekerasan juga tidak terlepas dari kontrol sosial 
masyarakat, baik terhadap pelaku maupun korban pembunuhan sehingga 
tidak memberikan peluang untuk berkembangnya kejahatan ini.  
 Penggunaan kekerasan cenderung tidak dapat dihindari terutama 
dalam situasi yang mengancam dan membahayakan jiwa masyarakat. 
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Penggunaan kekuatan dan kekerasan yang melekat pada remaja saat kini 
semakin marak terjadi di malam hari. 
 Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan dalam 
masyarakat, modus kekerasan semakin meningkat khususnya dikalangan 
remaja yang saat ini menggunakan berbagai alat untuk melakukan kekerasan 
terhadap korbannya.  
Atas dasar pemikiran itulah maka penulis menganggap bahwa perlunya 
penulis memilih judul dalam penulisan skripsi yang mengangkat sebuah judul 
yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang 
Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anggota Kelompok 
Geng Motor di Makassar (Putusan Perkara No.817/Pid.B/2012/PN.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Penulis merumuskan  beberapa masalah untuk dibahas, yaitu : 
1. Bagaimana penerapan pidana hukum materiil terhadap kasus tindak 
pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh 
anggota  kelompok geng motor di Makassar  dalam putusan perkara No. 
817/Pid.B/2012/PN.Mks? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam 




C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan pidana hukum materiil terhadap kasus 
tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang 
dilakukan oleh anggota kelompok geng motor di Makassar dalam 
putusan perkara pidana No. 1767/Pid.B/2011/PN.Mks telah sesuai 
dengan Pasal 170 KUHP. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap kasus tindak pidana tindak pidana kekerasan yang 
mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anggota kelompok 
geng motor di Makassar. 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut : 
1. Memberikan sumbangsi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, 
khususnya mengenai penerapan hukum materiil dalam tindak pidana 
kekerasan. 
2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada 
umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah 
pengetahuan tentang ilmu hukum. 
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 
memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam 
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penegakan hukum terhadap maraknya kekerasan di Indonesia 
khususnya di Makassar. 
4. Menjadi salah satuh bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah 



















A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Istilah delik adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah 
bahasa latin delictum dan delicta. Delik dalam bahasa disebut 
strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan 
feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai 
dapat dan boleh. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, 
pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delik yang 
artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
(pidana). 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:72) mengatakan bahwa suatu 
strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.  
 
Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana 
dalam arti starbaarfeit menurut pendapat para ahli : 
J.E Jonkers (Bambang Poernomo,1982:91) membagi atas dua 
pengertian yaitu : 
 Definisi pendek memberikan pengertian : strafbaarfeit 
adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam dengan 
hukuman pidana oleh undang-undang. 
 Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan 
pengertian “starfbaarfeit” adalah suatu kelakuan yang 
melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau 




- Pompe (Bambang Poernomo,1982:91) membagi atas dua 
pengertian yaitu : 
 Definisi menurut teori memberikan pengertian “starfbaarfeit” 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hokum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
 Defenisi menurut hukum positif merumuskan pengertian 
“starfbaarfeit” adalah suat kejadian (feit) yang oleh peraturan 
perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang 
dapat dihukum. 
 
- Simons (P.A.F Lamintang,1997:18) : 
strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan 
tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
 
- Van Hamel (P.A.F Lamintang,1997:18) 
strafbaarfeit adalah suatu serangan atau ancaman terhadap 
hak-hak orang lain. 
 
- Halim (Adami Chazawi,2002:72) 
Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). 
 
- Rusli Effendy (1986:2) memberikan batas pengertian delik sebagai 
berikut: 
 
Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum 




  Apabila diperhatikan rumusan tersebut diatas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa istilah perisitwa pidana sama saja dengan 
istilah delik, yang redaksi artinya adalah strafbaarfeit. 
 Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung 
makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dan disertai 
dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar 
larangan tersebut. 
  Moeljatno (1985:54) menggunakan istilah perbuatan pidana 
sebagai terjemahan dari strafbaarfeit dan memberikan definisi sebagai 
berikut: 
“perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).” 
 
Istilah strafbaarfeit juga diterjemahkan oleh R. Soesilo (1984:6) 
sebagai berikut: 
 
“Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau 
perbuatan yang dapat dihukum yaitu sebagai suatu perbuatan yang 
dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan 
atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan 
diancam dengan pidana.” 
 Sedangkan Bambang Poernomo (1982:90) menyatakan bahwa : 
“Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) dikenal 
dengan istilah straafbaarfeit. Kepustakaan tentang hukum pidana 
sering mepergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-
undang dalam merumuskan strafbaarfeit mempergunakan istilah 
pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut.”  
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Lebih lanjut Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah 
delik, Strafbaarfeit, peristiwa pidana, dan tindak pidana serta 
perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu 
perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut 
disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar 
larangan tersebut. 
Vos (Bambang Poernomo,1982:90) terlebih dahulu 
mengemukakan arti sebagai “Tatbestandmassigheit”  merupakan 
kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan 
dalam undang-undang yang bersangkutan. 
Delik menurut pengertian sebagai “Wesencshau” telah diikuti oleh 
para ahli hukum pidana dan yurisprudensi Nederland dalam 
hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiil. 
Pengertian dan istilah strafbaarfeit menurut Vos (Bambang 
Poernomo,1982:91) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 
pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang 
pada umumnya dilarang diancam dengan ancaman pidana. 
Di dalam mencari elemen yang terdapat di dalam starfbaarfeit oleh 
Vos telah ditunjuk pendapat oleh Simons (Bambang 
Poernomo,1982:92) yang menyatakan suatu strafbaarfeit adalah 
perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini 
dapat dikatakan suatu strafbaarfeit mempunyai elemen 
“wederrechtlijkkheld” dan “schuld” 
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Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan 
definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi 
Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. 
Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian strafbaarfeit  dalam arti 
menurut hukum positif atau definisi pendek. Hal ini akan berbeda 
dengan Simmons yang meberikan pengertian Strafbaarfeit dalam arti 
menurut teori atau defenisi  yang panjang. 
Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan 
oleh para ahli hukum pidana diatas, maka penulis tidak menetapkan 
penggunaan istilah peristiwa pidana dalam skripsi ini, seperti halnya 
apa yang dikemukakan  oleh Rusli Effendy (1986:46) bahwa : 
“Definisi dari perisitiwa pidana tidak ada. Oleh karena itu timbulah 
pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat 
dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa 
pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.” 
 
Namun penulis menggunakan isitilah tindak pidana didasarkan atas 
pertimbangan yang bersifat sosiologis, karena istilah tersebut sudah 
dapat diterima dan tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Adapun unsur delik terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. 
Laden Marpaung (2005:9) mengemukakan unsur-unsur delik sebagai 
berikut : 
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 Unsur Subjektif 
Unsur Subjektif merupakan unsur yang berasal dari diri 
perilaku. Asas hukum pidana  menyatakan “Tidak ada hukuman 
kalau tidak ada kesalahan (An act does not make a person guilty 
unless the mind is guilty or actus non facit reurn mens sit rea).” 
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan 
kealpaan (schuld). 
 Unsur Objektif 
Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1) Perbuatan manusia berupa : 
 Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
 Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan 
negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau 
membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan - kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain : 
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- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah 
satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan 
dari pengadilan. 
Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak 
pidana: 
a. Satochid Kartanegara (Leden Marpaung,2005:10) 
Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur 
subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam 
diri manusia, yaitu : 
- Suatu tindakan 
- Suatu akibat 
- Keadaan 
Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan yang dapat berupa : 
- Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan 
- Kesalahan 
 
b. Moeljatno (Adami Chazawi,2001:79) 
Unsur tindak pidana adalah: 
- Perbuatan; 
- Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
- Ancaman pidana (bagi pelanggarnya) 
 
c. Vos (Adami Chazawi,2001:80) 
Unsur tindak pidana adalah: 
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- Kelakuan manusia; 
- Diancam dengan pidana; 
- Dalam peraturan perundang-undangan 
 
d. Jonkers (Adami Chazawi,2001:81) 
Unsur tindak pidana adalah: 
- Perbuatan (yang) 
- Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
- Kesalahan 
 
Dalam KUHAP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak 
pidana atau delik kejahatan yaitu : 
a. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) yaitu pemberitahuan 
yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban 
berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang 
tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa 
pidana (KUHAP Pasal 1 ayat 24). Biasanya laporan ini datang dari 
saksi-saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) atau 
dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari korban dan 
tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya 
dalam hal ini tersebut menyerahkan diri. 
b. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) adalah 
pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan 
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum 
seorang yang melakukan tindak pidana  aduan yang merugikannya 
(KUHAP Pasal 1 ayat 25). 
c. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) yaitu tertangkapnya 
seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau 
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dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana, atau sesaat 
kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang 
melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan 
benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak 
pidana itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau 
turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 
d. Pengetahuan sendiri polisi. Polisi menduga adanya tindak pidana 
yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa 
pidana sehingga pihak kepolisian melakukan penggeledahan di 
TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara 
lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat 
kabar, dengar dari radio, dengar dari orang bercerita dan 
sebagainya. Dapat juga pihak kepolisian melakukan 
penggeledahan badan terhadap seseorang yang diduga terlibat 
tindak pidana di TKP. 
B. Tindak Pidana Kekerasan 
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan. 
Pengertian  kekerasan dalam suatu tindakan selamanya harus 
dipandang bersifat tidak sah (illegitimate), oleh karena banyak hal 
yang terjadi di sekeliling kita dalam bentuk perbuatan kekerasan yang 
dianggap sah. 
Dasar penelitian terhadap sah tidaknya suatu perbuatan dalam 
bentuk kekerasan itu tergantung pada siapa pelakunya, dimana 
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perbuatan dilakukan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh 
pembuatnya serta dalam rangka apa perbuatan itu dilakukan. 
Sistem nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat 
dimana perbuatan kekerasan itu dilakukan akan menentukan apakah 
perbuatan kekerasan itu dianggap baik atau tidak, misalnya perang 
atau konflik bersenjata yang merupakan salah satu bentuk kekerasan 
yang pada dasarnya diterima sebagai suatu tindak kekerasan yang 
dianggap sah oleh kedua belah pihak yang bertikai atau bersenjata. 
Dalam literatur kriminologi kejahatan kekerasan sering dikaitkan 
dengan beberapa variable sosiologis misalnya jenis kelamin, usia, 
pendidikan dan pekerjaan. Dari hasil penelitian dan pengamatan di 
lapangan, ditemukan bahwa motif kejahatan yang disertai dengan 
kekerasan dalam hal ini disebut sebagai kejahatan kekerasan. 
Pelakunya kebanyakan adalah remaja. 
Secara psikologis perilaku kekerasan tidak dapat dilepaskan 
dari pembahasan tentang tingkah laku agresif.  
Fuad Hasan menyatakan : 
“ … dalam bentuknya yang primitif, agresifitas tampil sebagai 
tindakan dengan dampak fisik terhadap orang lain, akan tetapi 
sejalan dengan tingkat peradaban seseroang maka agresifitas 
itu mempunyai ruang lingkup yang mencakup berbagai cara 
perilaku, kesemuanya dengan dampak fisik atau melukai 
perasaan.” 
 
Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa kecenderungan 
orang berlaku agresif sangat erat hubungannya dengan pengalaman 
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dan nilai-nilai yang dianut dalam pertumbuhannya dalam rangka 
proses penyesuaian diri terhadap lingkungannya dimana orang itu 
berada. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak 
merumuskan secara jelas pengertian kekerasan, namun sebagai 
pegangan dalam Pasal 89 KUHP disebutkan apa yang dimaksud 
dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan 
atau tidak berdaya. 
Sehubungan dengan ketentuan dalam pasal 89 KUHP, 
R.Soesilo (1975:22) memberi penjelasan : 
 
Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul 
dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, 
menedang, dan sebagainya. 
Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal 
ini ialah membuat orang jadi pingsan dan tidak berdaya. Pingsan 
artinya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga 
orangnya tidak mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tidak 
berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, 
sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya 
mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, 
member suntikan sehingga orang lumpuh. Orang yang tidak berdaya 
itu masih dapat mengetahui atas dirinya. Perlu dicatat di sini bahwa 
mengancam orang akan membuat orang itu pingsan atau tidak 
berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan 
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kekerasan, sebab pasal ini hanya menjelaskan tentang kekerasan 
atau ancaman kekerasan. 
Dari uraian penjelasan terhadap pasal 89 KUHP, sebagaimana 
dikemukakan di atas penulis berkesimpulan bahwa kekerasan berarti 
penggunaan kekuatan fisik ataupun alat secara tidak sah yang 
ditujukan kepada orang lain yang dapat mengakibatkan orang itu tidak 
berdaya atau pingsan. Dengan demikian, maka dapatlah diartikan 
bahwa kejahatan dengan kekerasan adalah semua perbuatan atau 
tingkah laku manusia yang dengan menggunakan kekuatan fisik atau 
alat secara tidak sah yang ditujukan kepada orang lain yang 
mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya atau pingsan, dan oleh 
undang-undang dipandang sebagai kejahatan. 
2. Unsur-Unsur Delik Kekerasan. 
Membahas masalah kekerasan yang dilakukan secara bersama-
sama di depan umum, kekerasan yang dilakukan ini biasanya berupa 
pengerusakan barang atau kekerasan akan tetapi kekerasan yang 
dialakukan secara bersama di depan umum yang penulis maksudkan 
bukan kekerasan berdasarkan pasal 351 KUHP atau merusak barang 
pasal 406 KUHP, namun kekerasan dalam penulisan ini didasari atas 
pasal 170 KUHP. 
Dalam pasal 170 KUHP (R.Soesilo, 1996:72) yang berbunyi : 
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1. Barang di muka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara 
selama-lamanya lima tahun enam bulan. 
 
2. Tersalah dihukum : 
a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia 
dengan sengaja merusak barang, atau jika kekerasan 
yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.  
b. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika 
kekerasan itu menyebakan luka berat pada tubuh. 
c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika 
kekerasan itu menyebabkan matinya seseorang. 
Menelah kembali pengertian kekerasan yang dilakukan 
secara bersama di depan umum sebagaimana ketentuan 
pasal 170 tersebut dikatakan kekerasan adalah tindakan 
melakukan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani sekuat-kuatnya secara tidak sah, sehingga 
orang menjadi pingsan atau tidak sadarkan diri dan dimana 
pelakunya lebih dari satu orang serta dilakukan di depan 
umum.  
C. Kelompok Geng Motor 
  Kelompok geng motor adalah sekumpulan orang memiliki hobi 
bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor 
secara bersama sama baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda 
motor. Adapun juga beberapa orang yang berpendapat bahwa geng 
motor adalah sekumpulan orang atau kelompok yang menggunakan 
motor sebagai pemersatunya dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif. 
Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya 
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identik dengan tindakan anarkis, berbeda dengan komunitas yang 
merupakan sekumpulan orang yang memiliki hobi sama yaitu pecinta 
otomotif, biasanya komunitas motor berkumpul dengan kendaraan yang 
sama dan lebih spesifik dari segi tipe motornya.  
  Dampak negatif kelompok geng motor banyak disebutkan bahwa akan 
membuat lalu lintas terganggu, juga dapat menimbulkan keresahan 
masyarakat apabila kelompok geng motor tersebut melakukan tindakan-
tindakan yang bersifat negatif. Kelompok geng motor ini sebenarnya 
berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama. Pengertian 
kelompok geng motor memang melekat dengan kekerasan, hal ini karena 
beberapa geng motor belakangan telah berubah dari kumpulan hobi 
mengendarai motor menjadi hobi menganiaya orang,  hobi melakukan 
aksi perampokan serta pembunuhan.  
Anggota-anggota geng motor kebanyakan adalah anak-anak dan 
remaja. Ini merupakan salah satu permasalahan yang harus dicegah dan 
ditanggulangi secepatnya. Tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh 
anggota kelompok geng motor sangat banyak terjadi baik di kota besar 
maupun kota kecil. Perbuatan tersebut banyak dasarnya baik dari diri 
sendiri ataupun dorongan dari orang lain. Biasanya kriminalitas 
kebanyakan berlatar belakang dari kondisi ekonomi dan masyarakat 
sekitar. Tindakan kriminal ada yang bersifat sembunyi- sembunyi dan ada 
juga yang terang-terangan. Kriminalitas masih menjadi satu kesatuan 
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dengan kemiskinan, setelah diperhatikan kemiskinan tidak hanya miskin 
harta tetapi juga miskin ilmu, miskin harga diri, miskin hati dan banyak 
lainnya. Jika kejahatan meningkat itu dalah salah satu faktor dari 
pengangguran yang ada karena para pengangguran memiliki banyak 
waktu kosong selain itu juga kesenjangan ekonomi yang terlihat jelas 
pada sekarang ini sehingga mereka para penganggur merasa tidak adil 
dan berfikir untuk melakukan tindak kriminalitas. Selain itu perubahan 
sosial yang ada merupakan salah satu pemicu tindak kriminalitas. 
Selain itu kriminalitas juga identik dengan dunia remaja yang serba 
ingin tahu dan ingin mencoba hal – hal yang baru. Dapat saya jelaskan 
seperti salah satu problem pokok yang dihadapi oleh kota besar, dan 
kota-kota lainnya tanpa menutup kemungkinan terjadi di pedesaan, 
adalah kriminalitas di kalangan remaja. Dalam berbagai acara liputan 
kriminal di televisi misalnya, hampir setiap hari selalu ada berita mengenai 
tindak kriminalitas di kalangan remaja. Hal ini cukup meresahkan, dan 
fenomena ini terus berkembang di masyarakat. Tentu saja tindakan 
kriminal yang dilakukan oleh remaja sangat bervariasi, terutama dengan 
kehadiran geng-geng motor yang sangat meresahkan masyarakat yang 
menjadi salah satu wadah sebagai watak kebringasan remaja yang dapat 
menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, penjarahan, 
pemerkosaan bahkan sampai pada pembunuhan. Tindak kriminalitas 
yang terjadi di kalangan remaja dianggap kian meresahkan publik. Hal ini 
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bahkan diperparah dengan tidak mampunya institusi sekolah dan 
kepolisian untuk mengurangi angka kriminalitas di kalangan remaja 
tersebut. Kenakalan remaja yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, 
dan dunia pada umumnya, dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk 
perilaku menyimpang di masyarakat. Tentu saja fenomena ini dapat 
dijelaskan dalam tataran ilmu sosial, hanya saja untuk mencari suatu teori 
yang relevan yang dapat menjelaskan dengan baik mengenai kenakalan 
remaja dibutuhkan kejelian tersendiri. Kenakalan remaja dapat 
diidentifikasikan sebagai bentuk penyimpangan yang terjadi di 
masyarakat, dan dengan identifikasi ini maka kenakalan remaja dapat 
dijelaskan dalam tataran ilmu- ilmu sosial. 
Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang yang 
terjadi di kalangan remaja merupakan adanya konflik antara norma-norma 
yang berlaku di masyarakat dengan cara-cara dan tujuan-tujuan yang 
dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, penulis membagi keadaan ini 
dalam lima kategori, yaitu: 
1. „Conformity‟ atau individu yang terintegrasi penuh dalam masyarakat 
baik yang tujuan dan cara-caranya „benar dalam masyarakat‟ 
2. „Innovation‟ atau individu yang tujuannya benar, namun cara- cara 
yang dipergunakannya tidak sesuai dengan yang diinginkan dalam 
masyarakat. 
3. „Ritualism‟ atau individu yang salah secara tujuan namun cara-cara 
yang dipergunakannya dapat dibenarkan. 
4. „Retreatism‟ atau individu yang salah secara tujuan dan salah 
berdasarkan cara-cara yang dipergunakan. 
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5. „Rebellion‟ atau individu yang meniadakan tujuan-tujuan dan cara-cara 
yang diterima dengan menciptakan sistem baru yang menerima 
tujuan-tujuan dan cara-cara baru. 
Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja berupa tindakan 
kriminal boleh jadi membuat kita berpikir ulang mengenai integrasi dalam 
masyarakat. Alih-alih menjadi tertuduh utama, sebagaimana yang 
dituduhkan dalam media massa, kenakalan remaja berupa tindak kriminal 
justru memberikan pengaruh yang besar dalam masyarakat, meskipun 
pengaruh mereka tidak lah diinginkan (unintended). Adanya kriminalitas di 
kalangan remaja pun mendorong kita bertanya penyebab terjadinya 
tindakan tersebut. 
Kenakalan remaja boleh jadi berkaitan erat dengan hormon 
pertumbuhan yang fluktuatif sehingga menyebabkan perilaku remaja sulit 
diprediksi, namun ini bukan lah jawaban yang dapat menjadi justifikasi 
atas perilaku remaja. Rasanya angapan bahwa hormon berpengaruh 
sangat besar agak dilebih-lebihkan, nampaknya ada faktor lain yang 
menyebabkan mengapa angka kriminalitas di kalangan remaja menjadi 
sangat tinggi dan perbuatan kriminalitas tersebut dianggap sangat 
meresahkan masyarakat secara luas. 
Salah satu tuduhan mengenai tingginya angka kriminalitas remaja 
sebagai salah satu anggota geng motor adalah tidak berfungsinya kelurga 
dan/atau ketidakberfungsian sosial masyarakat. Keluarga di anggap gagal 
dalam mendidik remaja sehingga menyebabkan mereka melakukan 
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tindakan penyimpangan yang berujung dengan diberikannya sanksi sosial 
oleh masyarakat. Alih-alih tertib, sanksi yang diberikan justru menjadikan 
remaja menjadi lebih sulit diatur. Dan hal ini pula yang menyebabkan 
masyarakat di anggap gagal dalam melakukan tindakan pencegahan atas 
terjadinya perilaku menyimpang tersebut. Keluarga memegang peranan 
yang penting, dan hal ini diakui oleh banyak pihak. Keluarga merupakan 
elemen penting dalam melakukan sosialisasi nilai, norma, dan tujuan-
tujuan yang disepakati dalam masyarakat, dan tingginya angka 
kriminalitas remaja sebagai konsekuensi dari tidak berjalannya aturan dan 
norma yang berlaku di masyarakat dianggap sebagai kesalahan keluarga. 
Jika melihat dari sisi teoritis, tentu saja bukan hanya keluarga yang 
dipersalahkan, masyarakat pun dapat dipersalahkan dengan tidak 
ditegakkan aturan secara ketat atau membantu sosialisasi norma dan 
tujuan dalam masyarakat. 
Salah satu faktor lainnya yang juga harus diperhatikan adalah peer 
group remaja tersebut. Teman sepermainan memegang peran penting 
dalam meningkatnya angka kriminalitas di kalangan remaja. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Sutherland, bahwa tindakan kriminal 
bukan lah sesuatu yang alamiah namun dipelajari, hal ini lah yang 
menyebabkan pentingnya untuk melihat teman sepermainan remaja 
tersebut. 
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Tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke 
dalam kawanan geng motor. Namun, salah satu penyebab utama 
mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor adalah 
kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi 
disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan 
pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya 
diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat 
mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua. 
Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, 
pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua 
atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki 
ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan 
kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka 
akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah 
mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di 
lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif 
kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara 
untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya. 
Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja 
saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana 
atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. 
Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan 
kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat 
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jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, 
selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi 
diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, 
akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan 
umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain. 
D. Penyertaan (Deelneming). 
Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak 
pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata 
penyertaan (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada 
waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. 
Menurut Chazawi (2002:71) mengartikan penyertaan sebagai berikut : 
Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau 
orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing 
perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. 
Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. 
Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi : 
1. Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu: 
a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut 
melakukan. 
b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan 
kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau 
dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-
keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk 
melakukan tindak pidana yang bersangkutan. 
2. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan 
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yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang 
lain, berikut akibat-akibatnya. 
Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya 
berbunyi: 
1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan 
kejahatan tersebut. 
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-
sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. 
 
 Pengertian Pelaku (Dader). 
Perkataan dader berasal dari bahasa pokok perkataan yaitu daad, yang 
dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan 
perkataan hetdoen atau hendeling, yang dalam bahasa Indonesia juga 
mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. 
Orang yang melakukan suatu daad itu disebut seorang dader dan orang 
yang melakukan suatu tindakan itu daam bahasa Indonesia disebut sebagai 
seorang pelaku. 
Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim orang 
mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau 
bahwa sering pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang 
sering dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu 
tindak pidana. 
Menurut penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus 
dipandang sebagai daders itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan 
orang lain untuk melakukan tindak pidana melainkan juga mereka yang telah 
menyuruh melakukan dan mereka telah turut melakukan suatu tindak pidana. 
Van Hammel (Lamintang,1997:593) telah mengartikan pelaku dari suatu 
tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain, 
bahwa : 
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“Dader (auteur, Thater) vaneen delikt is… hij-en aleen hij-in wien en in wiens 
doen en laten met de gevolgen daarvan, alle in-en uitwendige bestan-delen aan 
wezig zijn diein de wettelijke begrips-omse rijving van het delikt … worden 
genoend hij dus die alleen en zelt het teit pleegt of begat.” 
 
Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud dengan pelaku adalah pelaku 
suatu tindak pidana itu hanyalah dia yang tindakannya atau kealpaannya 
memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik 
yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak 
dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri 
telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. 
Simons (Lamintang, 1997:594) telah merumuskan pengertian dader sebagai 
berikut : 
“Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana 
yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau 
suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah 
menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau 
telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang 
diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang 
yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam 
undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur 
objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana 
tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak 
ketiga.” 
 
Berdasarkan rumusan pengertian dader di atas, baik yang dibuat oleh Van 
Hammel maupun oleh Simmons, ternyata mempunyai suatu tindak pidana yaitu 
dengan melihat bagaimana caranya tindak pidana tersebut telah dirumuskan 
dalam undang-undang ataupun pada sifat dari tindakan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang. 
Menurut Pompe (Lamintang,1997:295) :  
“Daders moaten wezen alle in art 47 genoemdeni … het wordt beveshyd 
door dememorie van toelichting, wearalle in art 47 genoemde personen 
uitdrukkelijk daders worden genoemd”. 
Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud dengan dader adalah semua orang 
yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP yang telah dikuatkan oleh penjelasan 
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yang mengatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 
KUHP itu adalah pelaku. 
Menurut Langemeijer (Lamintang,1997:295 dan 296) : 
“Apabila orang mendengar perkataan pelaku, maka menurut pengertiannya yang 
umum di dalam tata bahasa, teringatlah orang mula-mula pada orang yang 
secara sendirian telah memenuhi seluruh rumusan delik adalah sudah jelas 
bahwa undang-undang tidak pernah mempunyai maksud untuk memandang 
mereka yang telah menyuruh melakukan atau mereka yang telah menggerakkan 
orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu sebagai pelaku dalam 
pengertian seperti yang dimaksud yang di atas sebab apabila mereka itu harus 
juga dipandang sebagai seorang pelaku, maka mereka itu harus pula 
melaksanakan sendiri tindakan pelaksanaannya.” 
 
E. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
 Untuk memberikan penjelasan tentang arti pidana dan hukum 
pidana menurut pakar, yaitu : 
- Menurut Mr. W. P. J. Pompe (Waluyadi,2003:3) memberikan 
batasan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah 
keseluruhan aturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai 
perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidanaya. 
 
- Menurut Moelyatno (Waluyadi,2003:3), mengartikan bahwa 
hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan-aturan untuk : 
 
a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
dilarang, yang disertai ancaman atau sampai yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan 
tersebut. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada 
mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat 
dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 
diancam. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana 
itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka 
atau telah melanggar larangan-larangan tersebut. 
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- Menurut Sudarto (Waluyadi,2003:3), mendefinisikan bahwa yang 
dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja 
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu.  
 
- Menurut Saleh (Waluyadi,2003:3), mengartikan bahwa yang 
dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini 




2. Jenis-jenis Pidana 
Mengenai teori pemidanaan dalam literatur hukum disebut 
dengan teori hukum pidana yang berhubungan langsung dengan 
pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan 
menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan 
menjalankan pidana tersebut. 
Dalam pasal 10 KUHPidana terdiri dari atas : 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan 
 
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Teori pemidanaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu: 
1. Teori absolute atau teori pembalasan 
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Dasar dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar 
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu 
pada penjahat, penjatuhan pidana yang pada dasarnya 
penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat 
telah melakukan atau membuat penderitaan terhadap orang 
lain. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana 
mempunyai dua arah yakni: 
a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut objektif dari 
pembalasan). 
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan 
dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari 
pembalasan). 
2. Teori relative atau teori tujuan 
Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada 
dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata 
tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata 
tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu 
diperlukan pidana. 
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu 
kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap 
terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu 
tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu dilakukan 
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untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka pidana 
itu mempunyai tiga macam sifat yaitu : 
a. Bersifat menakut-nakuti 
b. Bersifat memperbaiki 
c. Bersifat membinasakan 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua 
macam yaitu : 
a. Pencegahan Umum 
b. Pencegahan Khusus 
3. Teori gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, 
dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari 
penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat ditetapkan yaitu 
sebagai berikut : 
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa 
yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata 
tertib masyarakat. 
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 
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pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang 
dilakukan terpidana. 
F. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana 
1. Dasar Pemberatan Pidana 
 Menurut Jonkers (Zainal Abidin Farid,2007:427) bahwa dasar 
umum “strafverhogingsgronden” atau dasar pemberatan atau 
penambahan pidana umum adalah : 
a. Kedudukan sebagai pegawai negeri 
b. Recideive (Penggulangan delik) 
c. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) 
atau concorcus. 
Kemudian Jonkers menyatakan bahwa title ketiga Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, 
yaitu pasal 52 KUHP yang berbunyi : 
“Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar 
kewajibannya yang istimewa kedalam jabarannya karena 
melakukan kejahatan perbuatan yang dapat dipidana, atau 
pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana 
memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang 
diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah 
dengan sepertiganya.” 
 Ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut 
umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga 
karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut 
pasal 52 KUHP yaitu : 
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a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau 
b. Memakai kekuasaannya, kesempatan atau daya-daya upaya 
yang diperoleh karena jabatannya. 
Misalnya seorang dosen memukul mahasiswanya tidak memenuhi 
syarat butir a, sekalipun dia pegawai negeri. Seorang polisi yang 
bertugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang 
mencuri tidak juga memenuhi syarat butir a. barulah oknum polisi itu 
melanggar kewajibannya  yang istimewa karena jabatanya kalau ia 
memang ditugaskan khusus untuk menjaga uang banj Negara, lalu ia 
sendiri mencuri uang bank itu. Juga butir b sering tidak dipenuhi oleh 
seorang pegawai negeri. Misalnya seorang pegawai negeri yang 
bekerja dikantor sebagai juru tik tidak dapat dikenakan pasal 52 
KUHP kalau ia menahan seorang tahanan di tahanan kepolisian. 
Sebaliknya seorang penyidik perkara pidana yang merampas 
kemerdekaan seseorang memenuhi syarat butir b. seorang oknum 
kepolisian yang merampas nyawa orang lain dengan menggunakan 
senjata dinasnya memenuhi pula syarat itu. 
 Kalau pengadilan hendak pidana maksimum, maka pidana 
tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu 
ditambah dengan sepertiganya. 
 Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan 
(ambtsdelicten) yang memang khusus diatur di dalam pasal 143 
sampai dengan pasal 437 KUHP, yang sebagaimana dimasukkan 
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kedalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
 Pengertian Pegawai Negeri agak berbeda dengan definisi 
Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 
a. Unsur menerima gaji tidak diisyarakatkan oleh hukum pidana 
b. Pengertian pegawai negeri telah diperluas dengan pasal 92 KUHP 
yang mencakup juga sekalian orang yang dipilih menurut pilihan 
yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian 
pula orang yang diangkat menjadi oknum dewan pembuat 
undang-undang atau perwakilan daerah dan setempat, dan 
sekalian kepada bangsa Indonesia (misalnya ketua-ketua dan 
oknum pemangku adat yang bukan kepala desa atau kampung) 
dan kepala orang-orang timur asing yang melakukan kekuasaan 
sah. Terhadap delik-delik korupsi yang diatur dalam Undang-
Undang No.3 Tahun 1971 istilah pegawai negeri diperluas lagi 
sehingga mencakup juga jabatan yang bukan pegawai negeri dari 
pemerintah (dalam arti luas) dan masyarakat misalnya pegawai 
perguruan tinggi swasta, pengurus organisasi olahraga, yayasan 
dan sebagainya. terhadap pembuat delik korupsi pasal 52 KUHP 
pun tidak berlaku. 
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Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana 
orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang diantarai oleh 
putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. 
Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang 
membedakan recidive dan concorcus (samenloop, gabungan, 
perbarengan). Pengecualian ialah pengaturan tentang concorcus 
yang diatur dalam pasal 71 (1) KUHP, yang menentukan bahwa 
jikalau setelah hakim yang bersangkutan menjatuhkan pidana, lalu 
disidang pengadilan itu ternyata terpidana sebelumnya pernah 
melakukan kejahatan atau pelanggaran (yang belum pernah diadili), 
maka hakim yang akan mengadili terdakwa yang bersangkutan harus 
memperhitungkan pidana yang lebih dahulu telah dijatuhkan dengan 
menggunakan ketentuan-ketentuan tentang concorcus (Pasal 63 
sampai dengan Pasal 70 bis KUHP). 
 Seperti yang telah dikemukakan pada hakikatnya ketentuan 
tentang concorcus realis (gabungan delik-delik) tersebut pada pasal 
65, 66 dan 70 KUHP bukan dasar yang menambah pidana sekalipun 
dalam pasal 65 (2) dan 66 (1) KUHP, satu perbuatan itu ditambah 
dengan sepertiganya, karena jumlah seluruh pidana untuk perbuatan-
perbuatan itu tidak dapat dijumlahkan tanpa batas. Misalnya A mula-
mula mencuri (Pasal 362 KUHP) lalu melakukan penipuan (Pasal 378 
KUHP), kemudian melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP) 
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kemudian terakhir menadah (Pasal 480 KUHP). A hanya dapat 
dipidana paling tinggi untuk keseluruhan kejahatan tersebut menurut 
sistem KUHP selama 5 tahun penjara (yang tertinggi maksimum 
pidananya diantara keempat kejahatan tersebut) ditambah dengan 
sepertiga lima tahun, atau 1 tahun delapan 8 bulan, jadi lama 
pidananya yaitu 6 tahun 8 bulan.  
2. Dasar Peringanan Pidana 
Menurut Jonkers (Zainal Abidin Farid,2007;493), bahwa sebagai 
unsur peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum 
adalah: 
a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP) 
b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP) 
c. Strafrechtelijke minderjatingheld , atau orang yang belum cukup 
umur (Pasal 45 KUHP). 
 Titel ketiga KUHP hanya menyebut butir c, karena yang disebut 
pada butir a dan butir b bukanlah dasar peringanan pidana yang 
sebenarnya. 
 Pendapat Jonkers tersebut sesuai dengan pendapat 
Hazewinkel Suringa (Zainal Abidin Farid,2007;493), yang 
mengemukakan percobaan dan pembantuan adalah bukan suatu 
bentuk keadaan yang memberikan ciri keringanan kepada suatu delik 
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tertentu, tetapi percobaan dan pembantuan merupakan bentuk 
keterwujudan yang berdiri sendiri dan tersendiri  dalam delik. Jonkers 
(1946:169) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 53 (2) dan (3) serta 
Pasal 57 (2) dan (3) KUHP bukan dasar pengurangan pidana menurut 
keadaan-keadaan tertentu, tetapi adalah penentuan pidana umum 
pembuat percobaan dan pembantu yang merupakan pranata hukum 
yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-undang. Kalau di 
Indonesia masih terdapat suatu dasar peringanan pidana umum 
seperti tersebut dalam Pasal 45 KUHP, maka di Belanda Pasal 39 
oud WvS yang mengatur hal yang sama, telah dihapuskan pada 
tanggal 9 Novermber 1961, staatsblad No. 402 dan 403 dan dibentuk 
kinderststrafwet (Undang-Undang Pokok Tentang Perlindungan Anak) 
yang memerlukan karangan tersendiri. 
 Pasal 45 KUHP yang sudah ketinggalan zaman itu memberikan 
wewenang kepada hakim untuk memilih tindakan dan pemidanaan 
terhadap anak yang belum mencapai usia 16 tahun, yaitu 
mengembalikan anak itu kepada orang tuanya atau walinya tanpa 
dijatuhi pidana atau memerintahkan supaya anak-anak itu diserahkan 
kepada pemerintah tanpa dipidana dengan syarat-syarat tertentu 
ataupun hakim menjatuhkan pidana. Jikalau kemungkinan yang 
ketiga dipilih oleh hakim, maka pidananya harus dikurangi 
sepertiganya,  misalnya seorang anak SMP menghilangkan nyawa 
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anak SMA yang berusia 13 tahun. Kalau hakim hendak menjatuhkan 
pidana tertinggi, maka pidana tertingginya adalah 15 tahun dikurangi 
5 tahun sama dengan 10 tahun penjara. Perlu juga dijelaskan bahwa 
pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidaklah perlu tertinggi, tetapi 
hakim dapat memilih pidana yang paling ringan yaitu 1 hari menurut 
pasal 12 (2) KUHP sampai pidana maksimium yang ditentukan 
didalam pasal 338 KUHP yang dikurangi sepertiganya, dengan kata 
lain pidana terendah adalah 1 hari dan yang tertinggi adalah 10 tahun 
penjara. Hanya hakim perlu memperhatikan bunyi pasal 27 Undang-
Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mememrintahkan Hakim 
memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta 
memperhatikan tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia yaitu 
membalas sambil mendidik. 
G. Putusan 
1. Pengertian Putusan 
 Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan 
aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim 
berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang 
statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. 
Dalam sistem peradilan pidana modern seperti pada Kitab Undang-
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undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum formil 
tidak diperkenankan untuk main hakim sendiri. 
 Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan 
pengadilan adalah : 
Pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan 
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini. 
2. Jenis-Jenis Putusan 
 Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya 
putusan hakim atau pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua 
bagian yaitu: 
a. Putusan yang bukan putusan akhir 
 Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat 
berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini 
mengacu pada ketentuan pasal 148 dan 156 ayat 1 KUHAP, 
yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila 
terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan 
kekerabatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa 
penuntut umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang 
bukan putusan akhir dapat berupa : 
1. Penetapan yang menentukan bahwa tidak 
berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu 
perkara karena murapakan kewenangan pengadilan 
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negeri yang lain sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 
(1) KUHAP. 
2. Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut 
umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi 
ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan 
dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan pasal 
143 ayat (3) KUHAP. 
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau 
penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana 
ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi 
hukum perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara 
dan materi hukum perdata dan sebagainya. 
b. Putusan akhir 
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah 
“eind vonis” dan merupakan jenis putusan yang bersifat 
materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim 
memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara 
selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir berupa: 
1. Putusan bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP) 
 Putusan bebas menurut rumpun Eropa continental 
lazim disebut dengan putusan “vrijspraak”. Aturan hukum 
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putusan bebas diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) 
yaitu : 
“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil         
pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 
bebas” 
 
 Penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHAP yang  
dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” 
adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hukum atas 
dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti 
menurut ketentuan hukum pidana ini. 
2. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
(Pasal 191 ayat (1) KUHAP) 
 Secara umum putusan pelepasan dari segala 
tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 1 
KUHAP yaitu : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 
yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, 
maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum” 
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 Apabila dikonsultasikan dan dijabarkan lebih lanjut 
secara teoritik pada ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP 
terhadap penjelasan dari segala tuntutan terjadi jika : 
a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang  pengadilan 
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan 
tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. 
b. Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. 
c. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah 
yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. 
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) 
 Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh 
ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu : 
 “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya maka, pengadilan 
menjatuhkan pidana” 
 Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan 
pemidanaan dapat terjadi jika dari hasil pemeriksaan di 
persidangan Majelis Hakim berpendapat : 
- Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan 
jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
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- Perbuatan terdakwa tesebut merupakan ruang 
lingkup tindak pidana atau pelanggaran 
- Dipenuhi ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta 





















Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh 
data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. 
Data yang di dapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan 
permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem 
ilmiah yang proporsional. 
A. Lokasi Penelitian 
 Penulis melakukan penelitian di Makassar yaitu  tepatnya di 
Pengadilan Negeri Makassar. untuk memperoleh data-data dan informasi 
yang dibutuhkan  maka penulis mengambil tempat penelitian di 
Pengadilan Negeri Makassar disebabkan hubungan judul skripsi yang 
dianggap bersesuaian dengan tempat penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu : 
1. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara 
langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik 
wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang menangani kasus tersebut. 
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan  
melalui literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-
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undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-
buku, surat kabar, majalah, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang 
berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisanini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Penelitian pustaka (liberary research). 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang  
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur 
yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang 
diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting 
maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan. 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu:  
 Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan  
langsung dengan objek penelitian. 
 Wawancara (interview) langsung kepada Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut. 
D. Analisa Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-
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keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan 
yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis  bersifat 
mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara 























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Unsur-unsur Tindak Pidana Yang Diberlakukan Dalam Putusan Nomor 
817/Pid.B/2013/PN.Mks 
Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam 
kasus putusan Nomor 817/Pid.B/2012/PN.Mks perlu diketahui terlebih dahulu 
penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara Pengadilan 
Negeri Makassar yang bersidang di Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara pidana dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut yaitu dalam 
perkara terdakwa : 
I. Nama Lengkap  : MUHAMMAD SYUKUR BIN MUH. ARFAH 
Tempat Lahir  : Makassar 
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 13 Agustus 1994 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal  : Jl. Kemauan Raya No. 47 Makassar 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Pelajar 
Pendidikan  : SMP 
II. Nama Lengkap  : ANDI AGUS FARDAN BIN HJ. BASO DARWIS 
Tempat Lahir  : Sengkang 
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 04 Desember 1994 
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Jenis Kelamin  : Pria 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal  : Jl. Sukaria V No. 10, Makassar 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Pelajar 
Pendidikan  : SMP 
III. Nama Lengkap  :  ASRUL MANYINGARI ALIAS ACO 
Tempat Lahir  : Makassar 
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 09 September 1996 
Jenis Kelamin  : Pria 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal  : Jl. Kelapa Tiga, Makassar 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Pelajar 
Pendidikan  : SMP 
 : 
1. Dakwaan Penuntut Umum 
Kesatu: 
Bahwa terdakwa I Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah, terdakwa 
II Andi Agus Fardan Bin Hj. Baso Darwis, terdakwa III Asrul 
Manyingari Alias Aco bersama dengan Sri Buyung alias Buyung, 
Andana Arib Wahab, Rizal Jaya Alias Rizal, Adnan HS (masing-masing 
sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara 
terpisah), Syarifuddin alias Encong  Bin Dg. Pudding, Guntur alias Telle 
Bin Dg. Agus, Jonathan Alias Onat Bin Duma, Nurfan, Irfan Alias Ippang, 
Randi, Adriano, Alfian alias Pian, Topan, Baba, Imam alias Imam 
(masing-masing dalam daftar pencarian orang) serta 3 orang lainnya 
yang belum diketahui indetitasnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 
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sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan 
april 2012 bertempat di jalan Sungai Kota Makassar atau setidak-
tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan terang-terangan 
dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang 
yaitu Ibrahim Syamsari jika kekerasan itu menyebabkan maut yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut. 
 
 Bahwa setelah menghadiri acara syukuran SAPMA PP (Satuan Siswa 
Pelajar dan Pemuda Pancasila) yang diadakan di Hotel Horison Jalan 
Jenderal Sudirman, Saksi Budiyanto Budiman Alias Budi Alias Atto yang 
berboncengan dengan korban Ibrahim Syamsari dengan menggunakan 
sepeda motor Honda Beat warna putih kuning deng No. Pol. DD 2993 IM 
milik korban bersama 5 (lima) motor lainnya milik teman saksi melintas di 
Jalan Jenderal Sudirman, disaat yang bersamaan para terdakwa dari 
Jalan Ratulangi juga melintas dijalan tersebut, karena merasa ditantang 
pada saat berpapasan di jalan itu, Jonathan alias Onat (DPO) lalu 
berteriak dengan mengatakan “Ondani-ondangi” sehingga pada saat itu 
motor dokendarai oleh terdakwa II Andi Agus Fardan Bin Hj. Baso Darwis 
yang berboncengan dengan Jonathan Alias Onat serta para terdakwa 
laiinya memutar arah mengejar korban dan teman-temannya kearah 
Jalan Sungai Saddang. Saat berada di Jalan Sungai Saddang salah satu 
dari pelaku yang belum diketahui identitasnya yang berboncengan 3 
dengan menggunakan motor Honda legenda memukul dengan 
menggunakan pipa besi secara berulang kali pada bagian kepala korban. 
Pada saat berada didepan studio foto glow, terdakwa II dengan 
menggunakan motor Yamaha vega ZR memepet motot Budiyanto 
Budiman yang mengakibatkan saksi bersama dengan korban terjatuh 
dengan motornya. Setelah jatuh saksi lalu bangkit dan melarikan diri 
kearah Sungai Tangka sedangkan korban yang berusaha bangkit 
dihampiri oleh Sri Buyung Alias Buyung (diajukan dalam berkas terpisah), 
Sri Buyung Alias Buyung lalu menendang kearah wajah korban yang 
mana tendangan pertama masih ditangkis oleh korban tetapi tendangan 
berikutnya korban tidak dapat menangkisnya lagi sehingga mengenai 
wajah korban yang dilakukan beberapa kali. Saat berusaha melarikan 
diri, dari arah belakang saksi Takdir Bin Jaya menendang kaki korban, 
korban laluj dikejar oleh Sri Buyung alias Buyung, Guntur Alias Telle Bin 
Dg.  Agus (DPO), Jonathan Alias Onat (DPO), Nurfan Alias Ippang 
(DPO) dan beberapa orang terdakwa lainnya, setelah digapai korban lalu 
dikeroyok dengan cara dipukul dan ditendang. Korban kembali berusaha 
melarikan diri tetapi dicegat oleh terdakwa I Muhammad Syukur Bin Muh. 
Arfah lalu memukul korban beberapa kali dengan menggunakan kepalan 
tangan (tinju) pada bagian kepala,korban yang terus berusaha melarikan 
diri dikejar oleh Adnan HS dari arah belakang Adnan HS memukul kepala 
korban pada bagian punggun sebanyak 3 (tiga) kali, maish dari arah 
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belakang korban, terdakwa I Muh. Syukur Bin Muh. Arfah dengan 
menggunakan busur (panah) lalu mengarahkan busur tersebut kearah 
korban yang menancap pada punggung korban, dalam keadaan terkena 
busur korban tetap berusaha melarikan diri yang kembali dikejar oleh 
terdakwa III Asrul Manyingari Alias Aco dan Rizal Jaya Alias Rizal 
(terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), 
terdakwa III Asrul Manyingari alias Aco lalu menendang korban secara 
berulang kali pada bagian wajah korban, setelah melakukan pemukulan 
Rizal Jaya alias Rizal lalu kembali pada motornya dan mengambil buzur 
sekitar 10 (sepuluh) meter dari arah korban yang mengenai leher sebelah 
kiri korban, korban yang masih terus berlari dikejar oleh jinathan alias 
onat, setelah menggapainya Jonathan alias Onat lalu mencabut busur 
yang menancap pada punggung korban dan menendangnya yang 
mengakibatkan korban jatuh dengan posisi tengkurap, dalam keadaan 
tengkurap Jonathan Alias Onat lau mengarahkan kembali busurnya 
kearah korban yang mengenai punggung korban, terdakwa Andana Aris 
Abbas (terdakawa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah). 
Syarifuddin Alias Encong Bin Dg. Pudding (DPO), Guntur Alias Talle Bin 
Dg.Agus (DPO) serta terdakwa lainnya kemudian memukul serta 
menginjak korban. Akibat perbuatan para terdakwa, korban meninggal 
dunia. 
 
 Berdasarkan Visum et Repertum No. R/ 19/ Ver/ IV/ 2012 yang dibuat 
oleh dr. Firmansyah dokter yang memeriksa pada rumah sakit TK II 
07.05.01 Pelamonia yang pada pokok kesimpulannya berdasarkan 
pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada daerah kepala, dagu, bahu 
kanan dan lutut kiri, ditemukan 1 buah memar pada daerah pelipis kiri 
atas, ditemukan 1 buah luka robek didaerah lengan kanan bawah, 
perlukaan diatas ditemuakn pula 1 buah luka tusuk pada daerah 
punggung kiri, perlukaan tersebut sesuai dengan perlukaan oleh senjata 
tajam bermata 1. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak 
dilakukan pemeriksaan dalam pada mayat (tidak dilakukan autopsi). 
 
Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pada pasal 170 




Bahwa terdakwa I Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah, terdakwa II 
Andi Agus Fardan Bin Hj. Baso Darwis, terdakwa III Asrul Manyingari 
Alias Aco bersama dengan Sri Buyung alias Buyung, Andana Arib 
Wahab, Rizal Jaya Alias Rizal, Adnan HS (masing-masing sebagai 
terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), 
Syarifuddin alias Encong  Bin Dg. Pudding, Guntur alias Telle Bin Dg. 
Agus, Jonathan Alias Onat Bin Duma, Nurfan, Irfan Alias Ippang, Randi, 
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Adriano, Alfian alias Pian, Topan, Baba, Imam alias Imam (masing-
masing dalam daftar pencarian orang) serta 3 orang lainnya yang belum 
diketahui indetitasnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah 
diuraikan dalam dakwaan kesatu, mereka yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan 
penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni korban Ibrahim Syamsari 
yang akibat dari perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia. 
Berdasarkan Visum et Repertum No.R/19/Ver./IV/2012 yang dibuat 
oleh dr. Firmansya, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit TK II 
07.05.01 Pelamonia, kelainan-kelainan luka pada saat masuk Rumah 
Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan 
pertama pasien datang dalam keadaan meninggal yang diduga 
meninggal akibat benturan keras benda tumpul didaerah kepala yang 
mengakibatkan cedera kepala berat. Berdasarkan pemeriksaan luar 
ditemukan luka lecet pada daerah kepala, dagu, bahu kanan dan lutut 
kiri, luka memar pada pelipis kiri atas, luka robek di lengan kanan bawah, 
perlukaan tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul. 
Selain itu ditemukan 1 buah luka tusuk pada daerah punggung kiri yang 
sesuai dengan perlukaan oleh senjata tajam bermata 1, penyebab 
kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan 
dalam pada mayat (tidak dilakukan autopsi). 
Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 351 
ayat (3) KUHP JO. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
2. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang diajukan pada 
persidangan tanggal 15 Mei 2012, REG.PERKARA : PDM-63 / MKS / 
Ep.2 /05 / 2012. Tanggal 25 juni 2012 Jaksa Penuntut Umum 
membacakan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada 
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini 
memutuskan : 
1. Terdakwa I Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah, terdakwa II 
Andi Agus Fardan Bin Hj. Baso Darwis, terdakwa III Asrul 
Manyingari Alias Aco telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan secara 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang 
mengakibatkan maut” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 
KUHP. 
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2. Menjatuhkan pidana pada para terdakwa dengan khususnya 
terdakwa I Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah dengan pidana 
penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa 
menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada 
dalam tahanan, sedangkan terdakwa II Andi Agus Fardan Bin 
Hj. Baso Darwis dan terdakwa III Asrul Manyingari Alias Aco 
dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 
penjara dikurangi selama para terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
a. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam silver 
berlumuran darah; 
b. 1 (satu) lembar jeans warna biru berlumuran darah; 
c. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; 
d. 3 (tiga) buah batu kali; 
e. 1 (satu) buah pecahan keramik; 
f. 2 (buah) pelontar busur atau ketapel terbuat dari besi; 
g. 4 (empat) buah anak busur/panah; 
h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat DD 2993 IM 
warna putih/kuning; 
i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU DD 3984 VR 
warna merah; 
j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun DD 6484 IW 
warna merah; 
k. 1 (satu) unit sepeda motor  yamaha Vega ZR DD 4388 OM 
warna merah maron; 
l. 1 (satu) buah HP Nokia E 6; 
m. 1 (satu) buah HP Blackberry Bold; 
n. 1 (satu) buah HP Blackberry Torch; 
o. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima 
puluh ribu ribuah); 
p. 1 (satu) buah korek gas; 
q. 2 (dua) buah kartu mandiri; 
r. 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Hendra; 
s. 1 (satu) lembar Bill Pembayaran Studio 33; 
 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka 
sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa yaitu: 
Kesatu : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; 
Kedua : Pasal 351 ayat (3). Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
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Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka 
Majelis mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling relevan 
dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kesatu 
primair, melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya 
sebagai berikut : 
a. Barang Siapa; 
Mengenai unsur yang pertama yaitu “Barang Siapa”, 
Majelis mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam 
dakwaan ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku 
subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu 
mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak berada 
atau digantungkan pada suatu kedudukan atau kwalitas tertentu 
seperti yang didakwakan pada terdakwa I Muhammad Syukur 
Bin Muh. Arfah, terdakwa II Andi Agus Fardan Bin Haji Baso 
Darwis, terdakwa III Asrul Manyingari Alias Aco telah 
membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat 
Dakwaan Penuntut Umum.  
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Jaksa 
Penuntut Umum berpendapat berpendapat bahwa unsur yang 
pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi. 
 
 
b. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama; 
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Mengenai unsur yang kedua yaitu “Dengan Terang-
terangan Dan Tenaga Bersama”, Majelis mempertimbankan 
bahwa yang dimaksud dalam unsur yang kedua ini yaitu bahwa 
yang menunjukkan ada 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang 
salin bahu-membahu dalam melakukan perbuatan yang 
menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara 
misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam 
senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Dengan 
terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan 
terhadap orang dalam perkara ini adalah terdakwa I Muhammad 
Syukur Bin Muh. Arfah, terdakwa II Andi Agus Fardan Bin Haji 
Baso Darwis, terdakwa III Asrul Manyingari Alias Aco secara 
bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban di Jalan 
Sungai Saddang. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Jaksa 
Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur yang kedua 
“Dengan Terang-terangan Dan Tenaga Bersama” telah 
terpenuhi. 
c. Melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. 
Mengenai unsur yang ketiga yaitu “Melakukan 
kekerasan yang mengakibatkan matinya orang”, Majelis 
mempertimbankan bahwa yang dimaksud dalam unsur yang 
ketiga adalah akibat dari tindak pidana tersebut yang telah 
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dibuktikan bahwa kasus ini kekerasan yang telah 
mengakibatkan kematian. 
Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I 
Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah, terdakwa II Andi Agus 
Fardan Bin Haji Baso Darwis, terdakwa III Asrul Manyingari 
Alias Aco mengakibatkan korban meninggal dunia. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Jaksa 
Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur yang ketiga 
“Melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang” 
telah terpenuhi. 
Berdasarkan uraian diatas, maka Jaksa Penuntut Umum dalam 
perkara ini dan berkesimpulan dan berpendapat bahwa apa yang 
didakwakan dalam dakwaan kesatu sudah terbukti dan terpenuhi unsur-
unsurnya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“dengan terang-terangan secara bersama menggunakan kekerasan 
terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan 
diancam menurut 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan tidak ada alasan pemaaf 
dan atau alasan pembenar atas diri dan perbuatan para terdakwa, 
sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman yang 
setimpal dengan kadar kesalahannya dan dibebani biaya perkara yang 





Pertimbangan tuntutan pidana 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Tindakan para terdakwa tersebut dapat menimbulkan perasaan 
resah dalam masyarakat dan pencitraan serta pengaruh yang 
buruk bagi keberadaan kelompok geng motor. 
 Tindakan para terdakwa menimbulkan perasaan duka yang 
mendalam bagi keluarga korban. 
Hal-hal yang meringankan: 
 Para terdakwa masih muda usia sehingga masih diharapkan 
memperbaiki kelajuannya untuk masa yang akan datang. 
 Para terdakwa sopan dipersidangan dan menyatakan rasa 
penyesalan atas kejadian ini, serta berjanji untuk tidak 
mengulanginya lagi. 
 Para terdakwa masih terdaftar dan berstatus pelajar dan masih 
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan pendidikannya 
Berdasarkan hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara 
ini dengan memperhatikan Undang-undang yang bersangkutan 
“menuntut” supaya majelis hakim pengadilan negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 
1. Menyatakan para terdakwa Pasal 170 ayat (2) KUHP dalam dakwaan 
primair. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 6 (enam) tahun penjara 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah 
tetap ditahan. 
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3. Menyatakan barang bukti berupa : 
a) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam silver berlumuran 
darah; 
b) 1 (satu) lembar jeans warna biru berlumuran darah; 
c) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; 
d) 3 (tiga) buah batu kali; 
e) 1 (satu) buah pecahan keramik; 
f) 2 (buah) pelontar busur atau ketapel terbuat dari besi; 
g) 4 (empat) buah anak busur/panah; 
h) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat DD 2993 IM warna 
putih/kuning; 
i) 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU DD 3984 VR warna 
merah; 
j) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun DD 6484 IW 
warna merah; 
k) 1 (satu) unit sepeda motor  yamaha Vega ZR DD 4388 OM warna 
merah maron; 
l) 1 (satu) buah HP Nokia E 6; 
m) 1 (satu) buah HP Blackberry Bold; 
n) 1 (satu) buah HP Blackberry Torch; 
o) 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu 
ribuah); 
p) 1 (satu) buah korek gas; 
q) 2 (dua) buah kartu mandiri; 
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r) 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Hendra; 
s) 1 (satu) lembar Bill Pembayaran Studio 33; 
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti 
dalam perkara lain. 
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
3. Amar Putusan 
MENGADILI: 
 
1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD SYUKUR BIN MUH. 
ARFAH, terdakwa II ANDI AGUS FARDAN BIN HAJI BASO 
DARWIS, terdakwa III ASRUL MANYINGARI ALIAS ACO 
(terdakwa IV SRI BUYUNG ALIAS BUYUNG dan terdakwa V 
ANDANA ALIAS ARIF ABBAS) telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukakn tindak pidana “SECARA 
TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA 
MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN 
MATINYA ORANG”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa olhe karena itu 
dengan pidana penjara masing-masing : 
Terdakwa I MUHAMMAD SYUKUR BIN MUH. ARFAH selama 5 
(lima) tahun penjara, terdakwa II ANDI AGUS FARDAN BIN HAJI 
BASO DARWIS dan terdakwa III ASRUL MANYINGARI ALIAS 
ACO masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara; 
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para 
terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar para terdakwa ditahan; 
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam silver 
berlumuran darah; 
- 1 (satu) lembar jeans warna biru berlumuran darah; 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; 
- 3 (tiga) buah batu kali; 
- 1 (satu) buah pecahan keramik; 
- 2 (buah) pelontar busur atau ketapel terbuat dari besi; 
- 4 (empat) buah anak busur/panah; 
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- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat DD 2993 IM 
warna putih/kuning; 
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU DD 3984 VR 
warna merah; 
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun DD 6484 
IW warna merah; 
- 1 (satu) unit sepeda motor  yamaha Vega ZR DD 4388 OM 
warna merah maron; 
- 1 (satu) buah HP Nokia E 6; 
- 1 (satu) buah HP Blackberry Bold; 
- 1 (satu) buah HP Blackberry Torch; 
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima 
puluh ribu ribuah); 
- 1 (satu) buah korek gas; 
- 2 (dua) buah kartu mandiri; 
- 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Hendra; 
- 1 (satu) lembar Bill Pembayaran Studio 33; 
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang 
bukti dalam perkara lain. 
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya 
perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Analisis Penulis 
Berdasarkan Putusan Nomor 817/Pid B/2012/PN. Mks, surat 
dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan 
Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) 
KUHAP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada 
dakwaan primair yakni terdakwa melanggar pasal 170 ayat (2) KUHP, 
pasal yang telah sesuai dengan tujuan terdakwa dalam melakukan 
perbuatan, yaitu barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang 
mengakibatkan maut, dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain telah 
memenuhi unsur-unsur dari pasal 170 ayat (2) KUHP. 
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Penulis berpendapat penjatuhan sanksi pidana terhadap 
Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah cs telah tepat dan pantas dengan 
berbagai pertimbangan yang  memberatkan dan meringankan pidana 
para terdakwa, sehingga cukup untuk menimbulkan efek jera yang 
memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya dan untuk 
masyarakat pada umumnya sebagaimana fungsi pidana pada 
mestinya. 
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap 
Terdakwa Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian 
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani 
kasus tersebut bahwa dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa 
terbukti dan mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 
170 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang pidana kekerasan dengan 
maksimal ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 9 
(Sembilan) tahun penjara, jika semua unsur-unsur dalam pasal yang 
didakwakan terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah 
dengan keyakinan hakim. 
Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 
terdakwa Muhammad Syukur Bin Muh. Arfah cs yang dinyatakan 
bersalah melakukan tindak pidana kekerasan menuntut terdakwa 
dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun penjara dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan dalam putusan 
pengadilan yang hanya menjatuhkan pidana selama 5 tahun dikurangi 
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masa tahanan yang dijalani terdakwa. Ini berarti putusan atau sanksi 
pidana yang dijatuhkan oleh hakim 5 tahun, lebih ringan dari tuntutan 
JPU  yang menuntut selama 6 (enam) tahun. 
Menurut Makmur, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim yang 
menangani kasus tersebut mengatakan bahwa : 
“penjatuhan sanksi pidana terhadap terpidana Muhammad 
Syukur cs telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, telah 
sesuai berdasarkan beberapa alas an yang meringankan sanksi 
pidana terhadap terpidana Muhammad Syukur Bin cs. Seperti : 
terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, para terdakwa 
masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolahnya serta 
terdakwa juga belum pernah dihukum”. 
 
Penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan 
terhadap terpidana Muhammad Syukur cs sudah pantas dengan 
berbagai pertimbangan yang  memberatkan dan meringankan pidana 
para terdakwa, sehingga cukup untuk menimbulkan efek jera yang 
memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya dan untuk 
masyarakat pada umumnya sebagaimana fungsi pidana pada 
mestinya. 
Menurut Secena (Adami Chazawi, 2002:156) berpandangan 
bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk 
melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas 
dengan eksekusi yang sangat kejam dan dilakukan dimuka umum 
agar setiap orang mengetahuinya. 
 
Hal yang penulis garis bawahi dari pandangan diatas yaitu 
perlunya perhatian dan tindakan lebih terhadap anak pelaku tindak 
pidana agar kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat berkurang dan 
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tidak terjadi lagi seperti kasus kekerasan dalam putusan nomor 
817/Pid.B/2012/PN.Mks. oleh sebab itu aparat hukum harus 
memberikan perhatian lebih kepada anak sebagai pelaku tindak 
pidana dengan bekerja sama dengan masyarakat dalam memberantas 
kekerasan yang terjadi di jalanan. 
Ketentuan teori pemidanaan tentang ancaman pidana yang 
diketahui oleh masyarakat umum inlah yang dapat membuat setiap 
orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan karena melihat 
adanya teori pemidanaan relatif yang mempunyai tiga macam sifat 
yaitu bersifat menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan. 
Walaupun seperti itu, hakim juga mempunyai kebiasaan dan 
kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yang 
dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan 















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka 
dapat dsimpulkan sebagai berikut: 
1. Surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam 
putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan pasal 
143 ayat (2) KUHAP dan hukum pidana materiil sebagaimana 
didakwakan pada dakwaan primair yakni terdakwa melanggar 
pasal 170 ayat (2) KUHP, pasal yang telah sesuai dengan tujuan 
terdakwa dalam melakukan perbuatan, yaitu barang siapa dengan 
terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan 
terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, dan 
dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan 
yang mengakibatkan matinya orang lain telah memenuhi unsur-
unsur dari pasal 170 ayat (2) KUHP. 
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam perkara putusan 
No.817/Pid.B/2012/PN.Mks, berdasarkan pertimbangan fakta 
dalam persidangan yang timbul. Selanjutnya majelis hakim 
membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana 
terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, majelis hakim 
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menyatakan dakwaan subsidair yakni pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tidak terpenuhi unsur tindak 
pidananya. Akan tetapi, majelis hakim menyatakan terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (2) KUHP 
tentang kekerasan yang mengakibatkan kematian pada dakwaan 
primeir oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan ini Majelis Hakim 
setelah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti dari Jaksa Penuntut 
Umum dengan penuh keyakinan maka majelis Hakim menjatuhkan 
pidana penjara selama 5 (lima) tahun. 
B. Saran 
Berdasarkan analisis teori yang diperoleh di lapangan 
mengenai  putusan Pengadilan Negeri Nomor 817/Pid.B/2012/Mks 
tentang tindak pidana kekerasan diatas, maka penulis mengemukakan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak 
hukum agar setiap pelaku tindak pidana sekiranya ditindak 
dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang sepadan dan 
mencapai filosofi hukum (mengembalikan seperti semula). 
2. Dalam penyusunan kebijakan dalam rangka menanggulangi 
tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota 
kelompok geng motor perlu adanya aturan khusus tindak 
pidana kekerasan untuk anggota kelompok geng motor, agar 
meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh anggota 
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kelompok geng motor di Makassar yang dapat merugikan 
masyarakat. 
3. Perlu adanya pertimbangan hakim tentang nasib keluarga 
korban kekerasan, jika mengetahui korban merupakan 
tulang punggung dalam keluarganya dalam suatu keluarga 
dengan memberikan sanksi denda kepada para tersangka 
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